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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 15 TAHUN 2009

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentumsalP184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanrabae
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhigatenJndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan k&thsaUndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahamaDaeepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dentan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewamakflan
Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yaab tliperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (ebafan setelah
tahun anggaran berakhir ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarakslich dalam huruf a
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertaggguaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Didabaipaten Pati
Tahun Anggaran 2008 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195@atey Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawgdaren

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak i Bdam
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia TdlR@&b Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dNoB312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Na@éhadrFahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomdrak@n 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negarpulik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 3569);



. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakrabaean
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inden@sihun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandsmor
3685 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-unNangor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNa& Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lfaesn Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahambdaran
Negaa Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea éteanl Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repulgddnksia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republdoniesia
Nomor 3688);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemygézaan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolwsi tlepotisme
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 dtomb,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&fait)3

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuandegara(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom@r
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2@s 4 ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tenRempendaharaan
Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahw4 200mor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB3ti 4 ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petuken Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Isiton€ahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republdoniesia
Nomor 4389 );

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Hksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara @dramiNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sidtemencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republiknésia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republdonkesia
Nomor 4421);

11. Undang —Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petisiean Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norh?5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomé87)4
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhigatenJndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan K&thsgaUndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahaerabDa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nord9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@v4 )4

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahb@dran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambabambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 rtgnRembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daésahbgran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Perturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tent2amjgk Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norhbs,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8)4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tgriRatribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norhb9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noid@®)4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tgnté@dudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Defrarwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesihuii 2004
Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubedkhe dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentangbBhan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ngrkadudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DeRarwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesihui 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanssmor
4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tgr8amndar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesiauia2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandsmor
4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tgrRamjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norh86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&iot )4

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tgridama Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomh®7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&its )4

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun2005 terfiastgm Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Infonéaleun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdandomor
4576):

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tgrii@iah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, bEdman
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tgnRengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoresan 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdandomor
4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tgntAadoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Milireaibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, bEdman
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



Menetapkan

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tgntaadoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penasrinbaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norh@5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@i)4

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentBetaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembhiegara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 T&Q0vV Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaraerabD
Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan LeambBraerah
Kabupaten Pati Nomor 21);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahl®8 Zentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daedalp#tan Pati
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah KabupatenTRatin 2008
Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Lapaaangan
memuat :

Laporan Realisasi Anggaran ;

Neraca ;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan,;

Lampiran Laporan Realisasi APBD dan

Lampiran Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

"0 Q0T

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayadaildfpiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuargmdan usaha
milik daerah / perusahaan daerah



Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerabnTAnggaran
2008 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 886.445.867.243,01
b. Belanja Rp 900.119.171.674,00
Defisit Pendapatan Rp (13.673.304.430,99)
c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 185.711.269.866,99
- Pengeluaran Rp 13.255.500.450,00
Pembiayaan Netto Rp. 172.455.769.416,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 158.782.4641086,
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dudalalam pasal 2
sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran  dengan realisapendapatan  sejumlah
Rp 26.775.818.548,01 dengan rincian sebagai berikut
a. Anggaran Pendapatan setelah

perubahan : Rp 859.670.048.695,00
b. Realisasi . Rp 886.445.867.243,01
Selisih Lebih _Rp 26.775.818.548,01

(2) Selisih anggaran dengan realisasibelanja  sejumlah
Rp 127.713.867.411,00 dengan rincian sebagailderik
a. Anggaran Belanja

setelah Perubahan : Rp1.027.833.039.085,00
b. Realisasi Belanja : Rp 900.119.171.674,00
Selisih Kurang . Rp 127.713.867.411,00

(3) Jumlah  Anggaran dengan realisasi garpldefisit sejumlah
Rp (154.489.685.959,01) dengan rincian sebagaiuderi

a. Surplus/defisit setelah perubahan - Rp(168.262390,00)
b. Realisasi » Rp (13.673.304.430,99)
Selisih Kurang - Rp(154.489.685.959,01)

(4) Selisih anggaran dengan realisasemipayaan sejumlah
Rp 4.292.779.026,99 dengan rincian sebagai berikut
a. Penerimaan
1) Setelah Perubahan : Rp181.939.490.840,00
2) Realisasi - Rp185.711.269.866,99
Selisih Lebih : Rp  3.771.779.026,99
b. Pengeluaran
1) Setelah Perubahan : Rp 13.776.500.450,00
2) Realisasi - Rp 13.255.500.450,00
Selisih Kurang - Rp  (521.000.000),00
Selisih Lebih ' Rp  4.292.779.026,99




Pasal 4

(1) Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan aramgg
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaleach
Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 DesenabtemT2008
yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut

a. Jumlah Aset : Rp1.159.912.824.544,10

b. Jumlah Kewajiban " Rp 0,00

c. Jumlah Ekuitas Dana : Rp1.159.912.824.544,10
Pasal 5

(2) Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan aramgg
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaleach
Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal [Bédsember
Tahun 2008 yang dituangkan dalam Laporan Arus asrdah
Rp 158.782.464.986,00 dengan rincian sebagai keriku
a. Saldo Kas awal per 1 Januari

tahun 2008 : Rp 181.477.490.840,99
b. Arus kas dari aktifitas operasi : Rp.148.640.606,01
c. Arus kas dari aktifitas Investasi

aset non keuangan - Rp(162.314.905.057,00)
d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan : Rp. (2.021.424,00)
e. Arus kas dari aktifitas non anggaran : Rp. 0,00
f. Saldo akhir kas

per 31 Desember 2008 : Rp. 158.782.464.986,00

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pésalerupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daearah

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelagmgan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah
Kabupaten Pati.

Di tetapkan di Pati
pada tanggal 25 Agustus 2009

BUPATI PATI,

TASIMAN
Diundangkan di Pati
pada tanggal 25 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 15



Menimbang

Mengingat

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR : 46 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

. a. bahwa untuk memenuhi ketentuan PaRaraturan Daerah Nomor 15

c 1.

Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tamhggaran 2008,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pati tentang dbaman

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran PendageataBelanja
Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 sebaudan lebih

lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Angdgaeaiapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19%@ateg Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawgdaren

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak i Bdam

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tdl8b Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dlad312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Na&&oFahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomadrab2n 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negarpuliik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakrabaéan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inden@sihun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandsmor
3685 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-UnNangor 34
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undangmb8nTahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lfaesn Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahambdaran
Negaa Republik Indonesia Nomor 4048);



4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea éteanl Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repulgddnksia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republdoniesia
Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemygéeaan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolwsi tlepotisme
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 dtomb,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&fait)3

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangagara(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom@r
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&s 4 ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pddiemaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ndndambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petuke&n Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Iistlon€ahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republdoniesia
Nomor 4389 );

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rlesaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara @dramiNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sidtemencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republiknésia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republdonkesia
Nomor 4421);

11. Undang —Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petiaiean Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norh?5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomé87)4
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhigatenJndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan KatdsdJndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahaerabDa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norb9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@w4 )4

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahb@dran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambabambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 rtgnRembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Da&sahbgran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Perturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tent2amjgk Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norhbs,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8)4



15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tgratribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norhb9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@® )4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tgntéedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DeRarwakilan
Raktyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indond@siaun 2004
Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubetkhie dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentangbBhan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 rtgrk@dudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Defrarwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesihui 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandsmor
4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005rigré&éandar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesiauma2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanssmor
4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005rtgRemjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norhg6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&iot

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tgridama Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomh®7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&its 4

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun2005 terfiastgm Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Infonéalun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Inglanomor
4576):

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tgritgimah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, bEdman
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tgnRengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesan 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdandomor
4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tgntaadoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mifirealbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, bEdman
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tgntaadoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penasrinbaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norh@5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@i)4

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentBetaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembhiegara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 4614);



Menetapkan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 T280@ tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacabdlipaten
PatiTahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daeadpaten Pati
Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahl®8 Zentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatéin TBAun
Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tak008
Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahi®8 Zentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahp#tan Pati
Tahun 2008 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tab08 Romor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahi®8 Zentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aanggaran PendajmtaBelanja
Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 (Lemb&aerah
Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 4);

30. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 4 Tah0082tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaatainTAnggaran
2008 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Ndrvpr

31. Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2008atentPenjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daedalp#tan Pati
Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten PBaihun 2008
Nomor 380);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008 terdiri dari
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 80.677.766.092,01
b. Dana Perimbangan Rp. 779.173.680.901,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Rp. 26.594.420.250,00
Jumlah Realisasi Pendapatan ‘Rp886.445.86 D243,
2. Belanja
a. Belanja Tidal Langsung
1) Belanja Pegawai ‘Rp. 472.806.702.074,00
2). Belanja Bunga ‘Rp. 0,00
3). Belanja Subsidi ‘Rp. 0,00
4). Belanja Hibah ‘Rp. 11.296.900.000,00
5). Belanja Bantuan
Sosial ‘Rp. 13.812.296.000,00
6). Belanja Bagi Hasil ‘Rp. 689.145.220,0

7). Belanja Bantuan
Keuangan ‘Rp. 32.628.068.000,00



8). Belanja Tidak

Terduga ‘Rp. 8.196.985.500,00
b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai ‘Rp. 36.271.669.609,00
2). Belanja Barang ‘Rp. 162.014.123.714,00
Dan Jasa
3). Belanja Modal ‘Rp. 162.413.281.557,00
Jumlah Belanja :Rp 900.119.171.674,00
(Defisit) ‘Rp (13.673.304.430,99)
3. Pembiayaan
1). Penerimaan Daerah ‘Rp. 185.711.269.866,99
2). Pengeluaran Daerah ‘Rp. 13.255.500.450,00
Jumlah Pembiayaan ‘Rp. 172.455.769.416,99
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun berkenaan ‘Rp. 158.782.464.986,00
Pasal 2

Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan 8elBajerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebjatigpada Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam FPasakrupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupiati

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangka
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelamngan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalamtaB&aerah

Kabupaten Pati.

Di tetapkan di Pati
pada tanggal 26 Agustus 2009

BUPATI PATI,

TASIMAN
Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

SRI MERDITOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 43



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tombronegoro No. 1 Kode Pos 59111 Pati

Telepon : (0295) - 383606 Http . /lwelcome.to/katbtp
Faxsimile : (0295) - 382360 E-mail . kab-pati@patisantara.net.id
NOTA DINAS

Kepada Yth. . Kepala Bagian Hukum Setda Kabupa&n P

Dari . Kepala Bagian Pembukuan dan Verifikasi Sé&tdbupaten Pati

Tanggal : 2008

Nomor :

Sifat . Segera

Lampiran .1 (Satu) bendel

Perihal . Konsep Peraturan Daerah dam PeratupatBPati

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, konsegiuPan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Talmggatan 2007 dan
Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran RealAMaBD Tahun Anggaran
2007.

Konsep Peraturan sebagaimana tersebut di atas, nmbaotuannya untuk
diadakan penelitian lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Bagian
Pembukuan dan Verifikasi Setda Pati

PUDJI RAHARDJO, BSc.
Penata Tk. |
NIP. 010 110 730




b. Saldo akhir Kas 31 Desember 2008 :

Sisa di Kas Daerah . Rp 148.986.176.990,00

Sisa di Bendahara Pengeluaran : Rp 68@2340

Sisa di Unit Swadana :__Rp 10.093.861.731,00
Jumlah : Rp 159.766.293.564,00

c. Sisa Kas per 31 Desember 2008: Rp 159.766.29866
terdapat didalamnya Pajak di unit Swadana senilpi R
577.405.685,00
Per 31 Desember 2008 Rp 158.782.464.986,00

Pasal 4

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran PendagatarBelanja
Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercardalam Lampiran
Peraturan Daerah ini yaitu :

Laporan Realisasi Anggaran ;

Neraca ;

Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

Lampiran Laporan Realisasi APBD dan

Lampiran Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

"0 Q0T

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasalerdupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daearah

Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelagmngan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah
Kabupaten Pati.

Di tetapkan di Pati
pada tanggal

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR






